
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Mengingat 

bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota 
Mojokerto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551 ); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 



3 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Norn or 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 
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27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedaman Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Namor 13 Tahun 2006 tentang Pedaman Pengelalaan Keuangan 
Dae rah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedaman Teknis Pengelalaan Barang Milik Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 24 Tahun 2009 tentang 
Tentang Pedaman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laparan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Palitik; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 37 Tahun 2010 Tentang 
Pedaman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 

31. Peraturan Daerah Kata Majakerta Namor 7 Tahun 2007 tentang 
Pakak-pakak Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kata Mojokerto Namar 5 Tahun 
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Majakerta 
Namar 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelalaan 
Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Namor 5 Tahun 2010 tentang 
Pengelalaan Barang Milik Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kata Majakerta Nemer 12 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah; 

34. Peraturan Daerah Kata Majakerta Namor 1 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

1 . Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp 34.632.664.350,00 
Rp 318.429.867.805,00 
Rp 58.321.377.250,00 

Rp 411.383.909.405,00 
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2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Rp 141.486.137.900,00 
Rp 0,00 
Rp 150.000.000,00 
Rp 12.731.540.000,00 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

24.101.155.800,00 
0,00 
0,00 

1.115.637.355,00 

Rp 179.584.471.055,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

Rp 35.032.872.100,00 

Rp 115.651.672.150,00 

Rp 96.076.676.600,00 

Rp 246.761.220.850,00 

Rp 426.345.691.905,00 

Rp (14.961.782.500,00) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp 19.336.782.500,00 

b. Pengeluaran Rp 4.375.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp 14.961.782.500,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 

Pasal2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Walikota Mojokerto. 

Pasal3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota Mojokerto ini. 

Pasal4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota Mojokerto ini. 
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Pasal5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
padatanggal7 Pebruari 2011 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDUL SOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 7 Pebruari 2010 

SEKRETARIS, KOTA MOJOKERTO 

Ir. . M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19580101 198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 1/A 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
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PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 19600729 198503 1 007 


